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Sifat : Penting

Lampiran

Hal ' Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan

Yih.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan
{Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si - Muhammad Nur Arfah)

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Kompilasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024,



9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02 2-SD/05/2024. Perihal: Penyerahan
Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024. Perihal: Verifikasi
Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Serentak Tahun 2024;

B. Berdasarkan Kompilasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiiihan Gubemur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 179

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam
Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk
digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puiuh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puiuh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puiuh dua juta rupiah)

Pasal 181

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau
dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat
sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan pailing
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai
perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin
konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif dan
efisien di wilayah Kabupaten Takalar. Maka Bawasiu Kabupaten Takalar mengimbau kepada
Bakal Pasangan Calon Perseorangan mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

An. KETUA,

INCE HADIY RACHMAT,S.Pd. M.A.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar



